PANCACITA

QANUN ACEH

NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS

BUMI DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara

Mengingat :

ek

Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di
Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan
Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen untuk
menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh,
berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, dan bertekad
untuk  menciptakan kondisi yang kondusif sehingga
Pemerintahan Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses
yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

. bahwa dana otonomi khusus Aceh sebesar 2% (dua persen)

setara dengan plafon Dana Alokasi Umum Nasional akan
berakhir pada tahun 2022 dan sebesar 1% (satu persen) setara
dengan plafon Dana Alokasi Umum Nasional akan berakhir pada
tahun 2027;

. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan

pemerataan dana otonomi khusus bagi pembangunan
Kabupaten/Kota, perlu diubah kembali mengenai tata cara
pengalokasian dana otonomi khusus;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun
Aceh tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2
Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana
Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana
Otonomi Khusus;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1103);

3. Undang-Undang....
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3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3893);

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali, terakhir dengan
Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5879);

. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan

Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan

Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN

ik

ACEH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN
GAS BUMI DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus
(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008,
Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor
12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun

2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan...
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.

Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi
kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam
sistetn  dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh scorang
Gubernur.

Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai
suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang dipimpin oleh scorang bupati/walikota.

Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah dalam
sistem Negara Kesatuan RI berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 vyang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan
masing-masing

Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan
Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.

Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya
disecbut Pemerintah  Kabupaten/Kota  adalah  unsur
penyelenggara pemerintahan Kabupaten/kota yang terdiri
atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota.

Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih
melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya
disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur

penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum.

Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat
SKPA adalah perangkat daerah pada Pemerintah Aceh selaku
pengguna anggaran/pengguna barang.

9. Tim Koordinasi...
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Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur
untuk melakukan koordinasi program pembangunan yang
dibiayai dari dana tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas
Bumi dan dana Otonomi Khusus antara Pemerintah Aceh dan
Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota
yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara
Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih
melalui Pemilihan Umum.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya
disingkat = SKPK  adalah  perangkat dacrah pada

Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/pengguna
barang.

Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Aceh yang
selanjutnya disingkat RPJPA adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Aceh Periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh yang

selanjutnya disingkat RPJMA adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Aceh Periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Acch yang selanjutnya disingkat
RKPA adalah Dokumen Perencanaan Aceh untuk periodec 1
(satu) tahun.

Rencana Kérja Pemerintah Kabupaten/Kota  yang
selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan
Kabupaten/Kota untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya
disingkat APBA adalah Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintahan Acch yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana  Keuangan
Tahunan  Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan
dengan Qanun Kabupaten/Kota,

Kebijakan Umum APBA yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh
yang selanjutnya disebut RKA-SKPA adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat

Aceh serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
APBA.

22. Rencana...
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Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan
Aceh yang selanjutnya disebut RKA-PPKA adalah rencana
kerja dan anggaran SKPA yang Keuangan selaku Bendahara
Umum Aceh.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RKA-SKPK adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat
Kabupaten/Kota serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBK.

Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi adalah
dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang menjadi
bagian dari penerimaan Pemerintah Aceh.

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari

penerimaan APBN dan merupakan penerimaan Pemerintah
Aceh.

Dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota yang
sclanjutnya disebut DOKA adalah dana yang diperuntukkan
dan ditransfer untuk membiayai program dan kegiatan
pembangunan Kabupaten/Kota.

Infrastruktur Monumental adalah program dan kegiatan yang
memberikan  dampak pada  pertumbuhan  ckonomi
masyarakat serta penurunan angka kemiskinan dan
pengangguran.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya
disebut Musrenbang adalah forum penyusunan rencana
pembangunan daerah yang dikuti oleh wakil Pemerintah Aceh
dan wakil Pemerintah Kabupaten/Kota serta clemen atau
wakil masyarakat lainnya.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus
yang selanjutnya disebut Musrenbang Otsus adalah forum
penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan
Aceh dan pembangunan Kabupaten/Kota yang bersumber
dari dana otonomi khusus yang diikuti oleh wakil Pemerintah
Aceh dan wakil Pemerintah Kabupaten/Kota serta dapat
mengikutsertakan elemen atau wakil masyarakat lainnya.

Rekening Kas Umum Aceh adalah tempat penyimpanan
uang Aceh yang ditentukan oleh Gubernur untuk

menampung seluruh penerimaan Aceh dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran Aceh pada bank yang
ditetapkan.

Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota adalah tempat
penyimpanan uang Kabupaten/Kota yang ditentukan oleh
Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Kabupaten/Kota pada bank yang ditetapkan.

Dana Transfer Khusus adalah dana yang ditransfer dari Kas
Umum Aceh ke rekening Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
tujuan untuk mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun
nonfisik yang merupakan urusan Kabupaten /Kota.

Rekomendasi adalah hasil pertimbangan yang diberikan
secara tertulis sctclah melalui proses pembahasan.

34, Sisa...
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34. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut: '

Pasal 8

(1) Dana Otonomi Khusus bersumber dari APBN dan
merupakan penerimaan Pemerintah Aceh.

(2) Penerimaan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun.

(3) Besarnya penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, serta diantara ayat (2) dan
ayat (3) Pasal 10 disisip 5 (lima) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b),
ayat (2c), ayat (2d) dan ayat (2e), sehingga Pasal 10 berbunyi
scbagai berikut;

Pasal 10

(1) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ditujukan untuk membiayai’ program dan kegiatan
pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan
infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan
kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan
kesehatan,

(2) Selain ditujukan untuk membiayai program dan kegialan
pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana
Otonomi Khusus dapat juga dialokasikan untuk membiayai
program  pembangunan dalam rangka pelaksanaan
keistimewaan Aceh dan penguatan perdamaian.

(2a) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
berkewajiban mengalokasikan dana otonomi khusus paling
sedikit 50% (lima puluh persen) untuk pembangunan
infrastruktur monumental dari usulan program dan kegiatan
bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

(2b) Dalam penganggaran dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur
monumental dapat dilakukan dengan pola tahun jamak (multi
years).,

(2¢) Program  dan kegiatan infrastruktur ~ monumental
sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) ditetapkan oleh
Gubernur berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota
sesuai dengan prioritas pembangunan Aceh.

(2d) Dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemerintahan Aceh dan
Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban mengalokasikan
dana otonomi khusus paling sedikit 5% (lima persen) untuk
pelaksanaan Syariat Islam sesuai dengan kewenangannya.

(2€¢) Dalam...
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(2e) Dalam rangka pelaksanaan penguatan perdamaian

(3)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintahan Aceh dan
Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban mengalokasikan

Dana Otonomi Khusus untuk mewujudkan perdamaian yang
abadi.

Program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam program dan
kegiatan pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota, yang
disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota.

4, Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

&)

(6)

(7)

Pasal 11

Pengalokasian Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut:

a. untuk program dan kegiatan bersama Pemerintah Aceh dan
Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

b. setelah dikurangi untuk program dan kegiatan bersama
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dana Otonomi
Khusus dibagi sebagai berikut:

1. paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen)
dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan
Aceh; dan

2. paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen)

dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan
Kabupaten /Kota dalam bentuk DOKA.

Program dan kegiatan bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Peraturan Gubernur setelah
mendapat rekomendasi DPRA.

Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima usulan
program dan kegiatan bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), DPRA tidak menindaklanjuti, Gubernur dapat
melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

Rekomendasi DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
diterima.

Dalam hal waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) DPRA tidak memberikan rekomendasi,

Gubernur dapat menetapkan Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1,
selain  diperuntukkan untuk program dan kegiatan
pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh,

dialokasikan sebesar 1% (satu persen) untuk pembangunan
ibukota Aceh.

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 1 setiap tahunnya ditetapkan oleh Gubernur
dalam RKPA setelah dikonsultasikan dengan DPRA.

(8) Program...
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(8) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7.) d@
prioritaskan pada program dan kegiatan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Aceh.

(9) Pemerintah Aceh dapat melaksanakan program dan kegiatan
tertentu yang menjadi kewenangan dan/atau tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten/Kota yang sasarannya mendukung
prioritas pembangunan Aceh.

(10) DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2
dibagi dengan perimbangan:

a. sebesar 50% (lima puluh persen) dialokasikan dengan porsi
yang sama besar.

b. sebesar 50% (lima puluh persen) lainnya dibagi
menggunakan indikator dan formula sebagai berikut :

1. jumlah penduduk, sebesar 40% (empat puluh persen);
2. luas wilayah, sebesar 30% (tiga puluh persen);

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 20% (dua
puluh persen); dan

4. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), sebesar 10%
(sepuluh persen).

(11) Besaran DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dalam bentuk
Pagu Indikatif berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) setelah mendapat rekomendasi DPRA.

(12) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja DPRA tidak
menindaklanjuti, Gubernur dapat menetapkan Peraturan
Gubernur dimaksud,

(13) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja DPRA tidak
memberikan  rekomendasi, Gubernur dapat menetapkan
Peraturan Gubernur dimaksud. .

(14) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dialokasikan

dalam bentuk Dana Transfer Khusus yang setiap tahun
ditetapkan oleh Gubernur.

5. Ketentuan Pasal 11A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota mcnyampaikan usulan program
dan kegiatan DOKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(2) huruf b berdasarkan kriteria dan persyaratan seleksi yang
ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Usulan Program dan Kegiatan DOKA sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur setelah mendapat
kesepakatan bersama DPRK.

(3) Kesepakatan bersama DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diselesaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak diterima.

(4) Apabila...
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(4) Apabila tidak mendapat kesepakatan bersama sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Aceh mengambil alih

penyusunan program dan Kkegiatan berdasarkan hasil
Musrenbang Kabupaten /Kota.

(5) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) merupakan program dan kegiatan pembangunan yang
menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan sesuai dengan
prioritas pembangunan Aceh.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan, evaluasi,

seleksi, pelaksanaan dan pembiayaan program dan kegiatan
pembangunan DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

©. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi scbagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 12

Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada RPJP Aceh dan
RPJP Kabupaten/Kota serta mengacu kepada RPJM Aceh dan
RPJM Kabupaten/Kota.

Dalam penyusunan program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menetapkan
kriteria dan persyaratan seleksi program dan kegiatan
pembangunan dalam Peraturan Gubernur.,

Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan usulan program dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan kriteria dan persyaratan
seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam batas pagu

indikatif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (10).

(4) Usulan program dan kegiatan yang dimaksud pada ayat (3) yang

disampaikan kepada Pemerintah Aceh, terlebih dahulu dibahas
dalam Musrenbang Kabupaten /Kota,

(5) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan program dan

kegiatan pembangunan sebagaimana dimeksud pada ayat (3)
kepada Pemerintah Aceh melalui Musrenbang Otsus yang
diadakan khusus untuk penyusunan program dan kegiatan
pembangunan Dana Otonomi Khusus tahun anggaran
berikutnya.

(6) Usulan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disertai rincian anggaran dan dokumen
pendukung sesuai peraturan perundang-undangan.

(7) Pemerintah Aceh mengkaji dan menyetujui usulan program dan

kegiatan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
dalam Musrenbang Otsus berdasarkan kriteria dan persyaratan
seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(8) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran

tertentu tidak dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan
yang memenuhi kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Aceh dapat membantu
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan program dan
kegiatan untuk dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang
bersangkutan,

(9) Program...
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(9) Program dan kegiatan DOKA yang telah disepakati dalam
Musrenbang Otsus, dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan
perubahan secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13A disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
12A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A
(1) SKPA dalam mengusulkan program dan kegiatan
pembangunan/pemeliharaan infrastruktur atau

pemeliharaan/pembangunan konstruksi lainnya yang bersumber
dari Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (1) huruf b angka 1, dengan nilai paling sedikit
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan sub
kegiatan (rincian objek belanja), kecuali:

a. kegiatan infrastruktur/konstruksi yang belum seclesai;
pembangunan sarana dan prasarana ibadah;

pelaksanaan pembangunan /peningkatan rumah layak huni;
pembangunan dayah atau balai pengajian;

pcmbangunan sarana dan prasarana pendidikan sesuai
kewenangan.

o 20 g

(2) SKPA dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengusulkan
program dan kegiatan non infrastruktur atau non konstruksi yang
bersumber dari Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud
pada Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 dengan nilai
paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
berdasarkan lokasi dan pencapaian sasaran yang terintegrasi.

(3) SKPA dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengusulkan
program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus

berkewajiban memprioritaskan penyelesaian kegiatan yang belum
selesai.

(4) Dana Otonomi Khusus tidak dapat digunakan untuk Kkegiatan
sarana dan prasarana aparatur, kecuali untuk penunjang
pelayanan langsung kepada masyarakat.,

8. Ketentuan Pasal 13A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13A

(1) Program dan kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas, baik
untuk alokasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 harus
mencantumkan (labeling) sumber dana dan lokasi pada setiap

rincian di setiap kegiatan dalam RKPA, PPAS APBA, dan RKA /DPA
SKPA.

(2) Program dan kegiatan bersama Dana Otonomi Khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a harus
mencantumkan (labeling) sumber dana dan lokasi pada setiap
rincian kegiatan dalam RKPA, PPAS APBA, dan RKA/DPA SKPA.

(3) Program...
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(3) Program dan kegiatan Dana Otonomi Khusus alokasi Pemerintah
Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka
1 harus mencantumkan (labeling) sumber dana dan lokasi pada

setiap rincian kegiatan dalam RKPA, PPAS APBA, dan RKA/DPA
SKPA.

(4) Program dan kegiatan DOKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (1) huruf b angka 2 harus mencantumkan (labeling) sumber

dana dan lokasi pada setiap rincian kegiatan dalam RKPK, PPAS
APBK, dan RKA/DPA SKPK.

. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 3 (tiga) bab yakni BAB IIIB,

BAB IIIC dan BAB IIID, serta diantara Pasal 13A dan Pasal 14

disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D dan
Pasal 13E, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIB
TRANSFER DANA
Pasal 13B

(1) DOKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b
angka 2 dialokasikan dalam bentuk bantuan keuangan yang

ditransfer dari Rekening Kas Umum Pemerintah Aceh kepada
Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan
Kabupaten/Kota yang ditempatkan dalam kelompok lain-lain

pendapatan daerah yang sah pada jenis dana penyesuaian dan
otonomi khusus.

(3) Dana yang sudah ditransfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

harus diinformasikan dengan transparan dan dapat diakses oleh
publik.

Pasal 13C

(1) Transfer DOKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 13B
dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

a. Tahap I disalurkan pada bulan April sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari alokasi, setelah APBA tahun berkenaan ditetapkan;

b. Tahap II disalurkan pada bulan Agustus sebesar 45% (empat
puluh lima persen) dari alokasi yang dilaksanakan paling
lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Laporan Realisasi

Penyerapan Dana Otonomi Khusus tahap 1 diterima oleh
Pemerintah Aceh; dan

c. Tahap IIl disalurkan pada bulan November sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari alokasi yang dilaksanakan paling
lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Laporan Realisasi

Penyerapan Dana Otonomi Khusus tahap Il diterima oleh
Pemerintah Aceh.

(2) Tata...
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(2) Tata cara transfer DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara pemindahbukuan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dalam hal laporan penyerapan DOKA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak menunjukkan adanya realisasi penggunaan,
penyaluran DOKA ditunda sampai dengan disampaikannya

laporan konsolidasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan
DOKA.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai transfer DOKA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam
Peraturan Gubernur.

BAB IIIC
REKENING DOKA
Pasal 13D

Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
membukukan penerimaan DOKA dalam rekening kas umum daerah
Kabupaten/Kota.

BAB IIID
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
Pasal 13E

(1) Dalam hal terdapat SiLPA yang bersumber dari Dana Otonomi
Khusus alokasi Pemerintah Aceh yang diakibatkan oleh kegiatan
yang tidak dapat dilaksanakan dan/atau sisa realisasi belanja,
SiLPA tersebut digunakan untuk mendanai program dan kegiatan
sesual dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A.

(2) Dalam hal terdapat sisa dari kegiatan DOKA yang tclah ditransfer
tidak dapat dilaksanakan, maka sisa tersebut sepenuhnya
menjadi SiLPA Kabupaten/Kota, tetapi SilPA tersebut mengurangi
proporsi transfer DOKA dari Pemerintah Aceh ke Kabupaten/Kota

pada tahun berikutnya kecuali yang diakibatkan oleh force
majeur.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14

(1) Untuk mengkoordinasikan serta mengoptimalkan pengelolaan
dan penggunaan dana bagi hasil minyak dan gas bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Dana Otonomi Khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Gubernur dapat
membentuk Tim Koordinasi TDBH Migas dan Dana Otonomi
Khusus, setelah mendapat persetujuan DPRA.

(2) Tim Koordinasi TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :

a. mengaktualisasi formula penghitungan pengalokasian dana
termasuk pendataan;

b. menyusun kriteria dan persyaratan seleksi program dan
kegiatan yang layak untuk didanai;

¢. menilai...
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c. menilai kesesuaian program dan kegiatan yang diusulkan
oleh Kabupaten/Kota dengan kriteria dan persyaratan seleksi;

d. menyediakan bantuan teknis untuk Kabupaten/Kota dalam
penyiapan usulan proyek maupun penyelenggaraannya;

e. memastikan terlaksananya transparansi alokasi dan
penggunaan TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus.

(3) Tim Koordinasi TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus terdiri

dari:

a. unsur Pemerintah Aceh;

b. unsur Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
c. tenaga ahli yang relevan.

(4) Tim Koordinasi TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk
dengan Keputusan Gubernur.

11. Ketentuan ayat (la) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(1a)

(2)

Pasal 15

Semua kekayaan/aset yang timbul dari pelaksanaan program dan
kegiatan yang dananya bersumber dari Tambahan Dana Bagi
Hasil Minyak dan Gas Bumi yang merupakan urusan atau
kewenangan Pemerintah Aceh menjadi kekayaan/aset dan dicatat
dalam daftar inventaris Pemerintah Aceh.

Semua kckayaan/aset yang timbul dari pelaksanaan program dan
kegiatan yang dananya bersumber dari DOKA yang merupakan
urusan atau kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi
kekayaan/aset dan dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah
Kabupaten /Kota.

Semua kekayaan/aset yang timbul dari pelaksanaan program dan
kegiatan yang dananya bersumber dari Tambahan Dana Bagi
Hasil Minyak dan Gas Bumi yang merupakan urusan atau
kewenangan Kabupaten/Kota diserahkan dalam bentuk hibah
menjadi keckayaan/aset dan dicatat dalam daftar inventaris
Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

12. Ketentuan Pasal 16A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 16A

DPRA  melakukan pengawasan terhadap perencanaan,
pengalokasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program
dan kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas dan Dana
Otonomi Khusus.

Pengawasan oleh DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Tim Pengawas TDBH Migas dan Dana Otonomi
Khusus yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRA.

Gubernur melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap
perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban program dan kegiatan yang bersumber dari
TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus.

(4) DPRK...



7Y

-14 -

(4) DPRK  melakukan  pengawasan terhadap perencanaan,
pengalokasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program
dan kegiatan yang bersumber dari DOKA.

(5) Bupati/Walikota melakukan koordinasi dan pengawasan
terhadap perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban program dan kegiatan DOKA.

13. Diantara Pasal 16A dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 16B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16B

(1) Pemerintah Aceh melakukan evaluasi terhadap Rancangan Qanun
Kabupaten/Kota mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten/Kota yang memuat program dan kegiatan DOKA.

(2) Evaluasi secbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan kepada hasil kesepakatan Musrenbang Otsus tahun
berkenaan.

14. Ketentuan Pasal 17A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17A

(1) Gubernur berwenang melakukan tindakan sanksi administrasi
terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan
program, kegiatan dan anggaran yang telah menjadi hasil
kescpakatan Musrenbang Otsus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (5).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

15. Ketentuan Pasal 18 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Pengalokasian DOKA pada RKPA Tahun Anggaran 2019 yang
telah dialokasikan pada belanja langsung melalui program dan
kegiatan di masing-masing SKPA dipindahkan ke Belanja tidak
langsung melalui belanja bantuan keuangan yang bersifat
khusus pada PPKA dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2019.

(2) Besaran belanja langsung yang dipindahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebesar pagu DOKA yang ditetapkan
dalam RKPA Tahun 2019.

(3) Dalam hal RKPA, KUA dan PPAS APBA Tahun Anggaran 2019
sudah ditetapkan/disepakati, penyesuaian DOKA sebagai
bantuan keuangan dilaksanakan melalui APBA Tahun Anggaran
2019 tanpa mengubah RKPA, KUA dan PPAS APBA Tahun
Anggaran 2019 yang sudah ditetapkan/disepakati.

(4) Dalam hal RKPK, KUA dan PPAS APBK Tahun Anggaran 2019
sudah ditetapkan/disepakati, penyesuaian DOKA sebagai
penerimaan pendapatan dari bantuan keuangan dilaksanakan
melalui APBK Tahun Anggaran 2019 tanpa mengubah RKPK, KUA
dan PPAS APBK Tahun Anggaran 2019 yang sudah
ditctapkan/disepakati.

(5) Dalam...
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(5) Dalam hal APBK Tahun Anggaran 2019 sudah ditetapkan,
penyesuaian DOKA sebagai penerimaan pendapatan dari bantuan
keuangan  dilaksanakan melalui perubahan  Peraturan
Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2019.

(6) Pengalokasian Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2a) dan ayat (2d) serta Pasal 11 ayat (6) dan
ayat (10) mulai berlaku pada saat proses perencanaan dan

penyusunan Rancangan APBA dan Rancangan APBK Tahun
Anggaran 2020.

16. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
19A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua Qanun dan Peraturan
Gubernur yang berkaitan dengan pengalokasian TDBH Migas dan
penggunaan Dana Otonomi Khusus dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal Il
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
ganun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 27 Nopember 2018 M
19 Rabiul Awal 1440 H

Diundangkan di Banda Aceh

pada ldnggal 27 Nopember 2018 M
',',‘{f " R 1% Rabllﬂ Awal 1440 H
" S DAERAH ACEHf»

LEMBARAN ACEH TAHUN 2018 NOMOR 7

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (7-283/2018)
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PENJELASAN ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS

L

e

BUMI DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS

UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh mendapat Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi untuk membiayai program pembangunan Aceh dan
Kabupaten/Kota yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan
pemerintah  Kabupaten/Kota. Dalam pengalokasian dan penggunaan
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonomi Khusus
untuk mewujudkan kesejehtaraan masyarakat Aceh dengan
mempertimbangkan Kkeseimbangan pembangunan antar Kabupaten/Kota.
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan
penggunaan Dana Otonomi Khusus tidak terlepas dari prioritas program dan

kegiatan di Provinsi Aceh.

Setiap penyusunan program dan kegiatan yang diusulkan oleh
pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota harus dibahas secara
seksama dalam forum Musrenbang Provinsi dengan mengikutsertakan setiap
clemen masyarakat. Pelaksanaan program dan kegiatan harus mengindahkan
prinsip-prinsip Good Governance serta memperhatikan jadwal dan proses
perencanaan yang terkait dengan implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas

Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, yang dinilai belum maksimal.

Untuk itu, Pemerintah Aceh perlu menyiapkan perangkat hukum dalam
pemanfaatan anggaran yang bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pengelolaan...
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Pengelolaan Dana Otonomi Khusus sebagai salah satu sumber
pendapatan Aceh, perlu dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-
undangan, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan
rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Oleh karena itu, perlu diubah beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi
Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus yang
sebelumnya telah dilakukan perubahan sebagaimana yang termaktub dalam
Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor
2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil

Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Dari pengalaman implementasi Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008
tersebut, ditemukan berbagai kelemahan dan kendala, baik dalam
perencanaan program dan kegiatan maupun dalam distribusi pengalokasian
dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, telah dibentuk Qanun Aceh Nomor 2
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas
Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Dalam pelaksanaan Qanun
Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tersebut, juga masih ditemukan berbagai
kelemahan, antara lain dalam penyusunan/pengusulan program dan kegiatan

serta pelaksanaan dan lemahnya sinergisitas antar lembaga.

Tujuan perubahan Qanun Aceh ini adalah untuk menyempurnakan
sebagian pasal dan ayat dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan
Penggunaan Dana Otonomi Khusus, agar lebih tepat, jelas dan relevan dengan
maksud dan tujuan, sehingga Qanun tersebut dapat berfungsi secara optimal
sebagai pedoman pelaksanaan pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Hasil

Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh.

Oleh karena itu, demi terwujudnya pengelolaan Dana Otonomi Khusus
tersebut, dipandang perlu mengubah kembali (perubahan ketiga) beberapa
ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan

Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
II. PASAL...

—



II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I
Angka 1
Pasal 1
Cukup Jelas.
Angka 2
Pasal 8
Cukup Jelas.
Angka 3
Pasal 10
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas,

Ayat (2a)

yang dimaksud dengan

“infrastruktur monumental”

adalah program Kkegiatan yang memberikan dampak

pada  pertumbuhan

ekonomi

masyarakat serta

penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

Ayat (2b)

Cukup Jelas.

Ayat (2¢)

Cukup Jelas.

Ayat (2d)

Cukup Jelas.

Ayat (2e)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Angka 4
Pasal 11
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jclas.

s

Ayat (5)...
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Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Dalam penyusunan program dan kegiatan yang menjadi

Ayat (9)

kewenangan Pemerintah Aceh dengan

mempertimbangkan :

a. keseimbangan kemajuan pembangunan  antar
kabupaten/kota;

b. pembangunan daerah tertinggal,

c. konektivitas antar wilayah,

Yang dimaksud dengan “sasarannya mendukung

prioritas pembangunan Aceh” adalah program dan

kegiatan = Kabupaten/Kota yang menghubungkan

dan/atau konektivitas dengan program dan kegiatan
Pemerintah Aceh.

Ayat (10)
Cukup Jelas.
Ayat (11)
Cukup Jelas.
Ayat (12)
Cukup Jelas.
Ayat (13)
Cukup Jelas.
Ayat (14)
Cukup Jelas.
Angka 5
Pasal 11A
Cukup Jelas.
Angka 6
Pasal 12
Cukup Jelas.
Angka 7
Pasal 12A
Cukup Jelas.

Angka 8...



Angka 8
Pasal 13A

Cukup Jelas.

Angka 9
Pasal 13B

Cukup Jelas.

Pasal 13C

Cukup Jelas.

Pasal 13D

Cukup Jelas.

Pasal 13E

Cukup Jelas.

Angka 10
Pasal 14

Cukup Jelas.

Angka 11
Pasal 15

Cukup Jelas.

Angka 12
Pasal 16A

Cukup Jelas.

Angka 13
Pasal 16B

Cukup Jelas.

Angka 14
Pasal 17A

Cukup Jelas.

Angka 15
Pasal 18

Cukup Jelas.

Angka 16
Pasal 19A

Cukup Jelas.

PASAL II
Cukup Jelas.
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